
     
LAPORAN SINGKAT 

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI 
DENGAN  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA 
KAMIS, 2 DESEMBER 2010 

------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Tahun Sidang :  2010-2011 
Masa Persidangan :  II 
Rapat Ke : -- 
Sifat :  Terbuka 
Jenis Rapat :  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) 
Dengan :  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara 
Hari/Tanggal :  Kamis, 2 Desember 2010 
Pukul :  14.00 WIB - selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Eks Komisi I DPR RI (Gd. Nusantara/KK.I) 
Ketua Rapat :  DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/Wakil Ketua Komisi II DPR RI 
Sekretaris Rapat :  Drs Riyadi Santoso, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI  
Acara : Audiensi terkait dengan Pemekaran Kabupaten Langkat, 

Pembentukan Calon Kabupaten Langkat Hulu dan Calon 
Kabupaten Teluk Aru 

Kehadiran :  4 Anggota Komisi II DPR RI  
   32 Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara 
HADIR : 

 

 

 

Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA  

 

Ganjar Pranowo 

 

Drs. H. Amrun Daulay, MM 

 

H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH   

I. PENDAHULUAN 

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibuka pukul 14.40 WIB oleh Wakil 
Ketua Komisi II DPR RI, Yth. DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/F-PD      

TERBATAS 
(Untuk Kalangan Sendiri

 
)

 



II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 

 
DPRD Provinsi Sumatera Utara menyampaikan kepada Komisi II DPR RI 
bahwa setelah memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai aspirasi 
masyarakat serta pelaksanaan berbagai kegiatan mulai dari pembentukan tim 
Pengkajian, pelaksanaan sosialisasi dan presentase hasil pengkajian maka 
diperoleh suatu kesepakatan terhadap Pemekaran Kabupaten Langkat 
menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu: Kabupaten Teluk Aru, Kabupaten Langkat 
Hulu dan Kabupaten Langkat (induk). Calon Kabupaten Aru telah memiliki 7 
(tujuh) Kecamatan yaitu Gebang, Babalan, Sei Lapan, Brandan Barat, 
Besitang, Pangkalan Susu dan Pematang Jaya. Untuk calon Kabupaten 
Langkat Hulu  juga telah memiliki 7 (tujuh) kecamatan yaitu: Bahorok, 
Salapian, Kuala, Sei Bingei, Selesai, Sirapit, dan Kutambaru. 

 

DPRD Provinsi Sumatera Utara menjelaskan kepada Komisi II DPR RI bahwa 
penilaian kuantitatif tersebut dilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor dominan 
seperti; kependudukan, potensi daerah, kemampuan ekonomi dan 
kemampuan keuangan serta Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah induk dan 
penilaian kuantitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik 
tersendiri antara lain potensi sumber daya alam yang belum tergali, kondisi 
etnik, potensi konflik dan historis. Terkait hal ini DPRD Provinsi   Sumatera 
Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti membentuk Pansus, 
melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang telah berhasil 
melakukan pemekaran, melaksanakan evaluasi terhadap tingkat kemampuan 
daerah, persyaratan indikator dan sub indikator yang semuanya itu untuk 
menjaring aspirasi masyarakat yang didasarkan kepada Peraturan 
Perundang-Undangan. 

 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Tim pelaksana, perolehan 
nilai total skor dimana skor yang dipersyaratakan sebesar 340-500, untuk 
calon Kabupaten Teluk Aru maupun Kabupaten Langkat (induk) telah 
memenuhi kritreria, karena score kabupaten Teluk Aru sebesar 418, 
sedangkan score Kabupaten Langkat (induk) sebesar 433.  

III. KESIMPULAN/PENUTUP 
Komisi II DPR RI mengapresiasi masukan/aspirasi yang disampaikan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Komisi II DPR RI 
mengingatkan kepada Pemerintah dan DPRD Kabupaten Langkat agar 
senantiasa mengikuti Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 serta dalam 
proses pembentukan daerah otonom baru tidak melakukan perusakan lingkungan 
seperti pembabatan hutan lindung dan cagar alam.   

Rapat ditutup pukul 15.30 WIB.      

Jakarta, 2 Desember 2010 

PIMPINAN KOMISI II DPR RI 
WAKIL KETUA,  

                                      ttd   

DR. Drs. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA
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